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1BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH
A. Pengertian Ijarah dan Ujrah
1. Pengertian Ijarah
Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang arti menurut bahasa ialah Al-
Iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Ijarah
adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran
upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu
sendiri.1 Di dalam Islam upah dikenal dengan ijarah.
Para ahli juga mengistilahkan upah dengan sebutan sewa menyewa,
karena pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya
menyewakan sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (mislanya
menyewa jasa seseorang untuk dipekerjakan. Dalam bahasa Indonesia upah
adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang
sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.2
Sedangkan para ulama mendefinisikan ijarah adalah :
a. Ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan
manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa
dengan imbalan.
1 Rifqi Muhammad, Akuntasi Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008),
h.357.
2 W.J.S. Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1976), cet.VII, h. 1132.
2b. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah suatu jenis akad untuk mngambil
manfaat dengan jalan penggantian.3
c. Ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah adalah suatu aqad atas suatu
manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari
transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara`
disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
d. Hanabilah berpendapat, al-ijarah adalah `aqad atas suatu manfaat yang
dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut
yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan
adanya `iwadah
Menurut Saleh Al-Fauzan, berpendapat bahwa Ijarah dimaknai sebagai
jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia
dan mengambil manfaat dari barang. Secara umum ijarah didefinisikan
sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu
atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau
akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui dan
disepakati.4
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan
bahwa dalam hal `aqad ijarah dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu
pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan
pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur
materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujrah atau upah.
3 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)h.113.
4 Saleh Fauzan, Fikih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, h.
482.
3Upah merupakan imbalam finansial langsung yang dibayarkan kepada
karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau
banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya
relativ tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Dalam sebuah hadis yang di
riwayatkan Muslim :
”Dari Abu Sai’id Al-Khudri Ra, bahwa Nabi SAW bersabda, ”siapa yang
mempekerjakan seorang pekerja (karyawan) maka tentukanlah untuknya nilai
upahnya (H.R.Muslim).”5
Maksud hadis di atas bahwa sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas
dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Sesunggunya
seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan
pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.
2. Rukun Ijarah dan syarat-syaratnya
Adapun rukun ijarah menurut Jumhur ulama adalah :
a. Aqid, yaitu Mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang
menyewa.
b. Shighat, yaitu ijab dan qabul
c. Ujrah (uang sewa atau upah)
d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga
dari orang yang bekerja.6
5 M.Nashiruddin AL-Albani, Mukhtasar, ALih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani,
(Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 92.
6 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.
4Adapun syarat Ijarah adalah sebagai berikut :
a. Mu’jir dan musta’jir, Menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang yang
melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (sudah bisa
membedakan antara haq dan bathil/minimal 7 tahun), tidak disyaratkan
harus baligh.
b. Shighat ijab kabul, Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir. Ijab
kabul sewa menyewa atau upah mengupah.
c. Ujrah (upah)
Para ulama telah menetapkan syarat upah :
1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah
menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.
d. Ma’qud ‘alaih (barang/manfaat)
a) Syarat barang dalam sewa menyewa :
1) Barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh
untuk akad. Dengan demikian ijarah al-fudhul (ijarah yang
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak
diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.
2) Adanya penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar benda yang
disewa benar-benar jelas. Tidak sah dengan berkata, “Saya sewakan
salah satu dari rumah ini” karena tidak jelas.
3) Adanya penjelasan waktu
54) Sewa bulanan
5) Barang sewaan harus dapat memenuhi secara syara’
6) Kemanfaatan dibolehkan secara syara’. Pemanfaatan barang harus
digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan secara syara’,
seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal, menyewa motor
untuk bekerja dan lain-lain.
7) Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh
menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung
sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam
ijarah.
8) Barang sewaan terhindar dari cacat
a) Syarat manfaat dalam upah mengupah :
1) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan
sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk
bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
2) Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu kerja sangat
bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
3) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat, shaum dan lain-
lain.
4) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, Tidak
menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari
ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, Juga tidak mengambil
6manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum
dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya.7
Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi
syarat-syarat berikut ini :
a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa.
Maksudnya, di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur
pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.
b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, harus jelas dan
terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan
disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa
berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya,
barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa
sesuai dengan kegunaan barang tersebut.
d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang
diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan
yang diperjanjikan.
e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam
agama.8
3. Pengertian Ujrah
Ujrah artinya upah mengupah, Istilah ijarah lebih tertuju pada sewa-
menyewa barang sedangkan Ujrah lebih tertuju khusus kepada sewa-
7 Ibid, h.320.
8 Suhrawardi K.Lubis. Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.145.
7menyewa jasa/tenaga dengan imbalan upah atau gaji, Ujrah secara ilmu Fiqih
adalah memberikan suatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang
sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu
tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Adapun Rukun Ujrah adalah :
a. Penyewa (Musta’jir)
b. Pemberi sewa (Mu’ajjir)
c. Objek sewa (Ma’jur)
d. Harga sewa (ujrah)
e. Ijab Qabul (sighah)
f. Manfaat sewa
Adapun syarat akad ujrah adalah :
a. Berakal sehat
b. Tidak dipaksa
c. Mumayyis artinya mencapai usia ia bisa membedakan baik dan benar.
Adapun syarat sahnya upah (ujrah) adalah sebagai berikut:
a. Ujrah mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada
ujrah berupa uang tunai atau barang dan manfaat.
b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud alaih .
apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa,
maka ijarah tidak sah.
c. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
8d. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan
transparan
e. Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian sewa-
menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa,
sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas
barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa
menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di
samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan
sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan
pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua
belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Di samping hal yang
tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus
berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
f. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat
dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.9
Adapun syarat ujrah :
a. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
b. Wujud upah juga harus jelas
c. Waktu pembayaran juga harus jelas.10
Akad ujrah yang dilarang yaitu :
a. Akad yang melanggar syariat Islam
b. Akad ujrah karena ada paksaan maupun karena ada syarat
9 Ahmad Wardi Muslich , op.cit., h. 326.
10 Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Norhasannuddin, Fiqih Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi
Aksara, 2008), h.205.
9c. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
d. Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun
Hukum ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah).
Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah,
menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin
cuci dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau
tenaga kerja.
Ajir atau tenaga kerja ada dua macam :
a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk
masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain
orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja
sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
b. Ajir (tenaga kerja) musyatarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari
satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.
Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaries. Hukumnya adalah (ajir
Musyatarak) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa
tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (ajir
Musyatarak) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.11
Upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi
atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang
memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuau yang dapat dimanfaatkan.
11 Ibid. h. 332.
10
Upah adalah imbalan yang diterima seseorangan atas pekerjaannya dalam
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan
pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).
B. Dasar Hukum Upah
Buruh harus memiliki kesadaran bekerja bukan semat- mata
merupakan objektivikasi diri manusia untuk mengangkat harga diri dan
martabatnya, tetapi juga kesadaran eksistensinya. Kesadaran buruh atas
eksistensnya yang kini semakin membuncah harus benar-benar dijaga
pertumbuhannya agar mampu membuahkan hasil berupa kesejahteraan buruh
dalam arti lahir dan batin, meskipun kedua-duanya sangat sulit diperoleh
sekaligus, dan harus benar-benar dikembangkan adalah kesadaran akan
persolan utama buruh yaitu upah agar minimal sama dengan produktivitas
yang dihasilkan unuk perusahaan.12
Dalam syariat Islam, landasan pengupahan kaum buruh atau jasa yang
diberikan kepada majikanya dapat dilihat dalam Al-Qur’an maupun Sunnah
Rasul sebagai berikut :
1. Surat Al-Qashas: 26-27








12 Egggi Sudjana, Buruh Mengunggat Perspektif Islam, (Jakarta : pucet. Ke-pustaka
Sinar Harapan, 2002), h.81
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




Artinya : “Salah satu kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat di percaya”. Berkatalah dia (syua’ib):
sesungguhnya aku bermaksud mekahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak berhak
memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapati ku orang
– orang yang baik.”
2. Surat An-Nahl (16) : 90







Artinya : “Sesunguhnya Allah mneyuruh (kamu) berlaku adil dna berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepada mu agar kamu mendapat
mengambil pelajaran.”
3. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan
Muslim yang berbunyi :
12
artinya : “ Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Nabi SAW pernah berbekam
dan ia memberi upah kepada tukang bekamnya.13
4. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi
artinya : “ berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya ( Hr. Ibnu
Majah)14
Maksud hadis di atas berikanlah upah kepada seseorang itu pada
waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menangguhkannya. Dengan
adanya dasar hokum yang dikemukakan diatas , jelaslah bahwa upah
merupakan sesuatu yang dibolehkan.
Dalam hal upah, memberikan hendaknya setelah ada ganti dan yang
diupah tidak berkurang nilainya, seperti : memberi upah kepada yang
menyusui, upah ini di berikan karena sebab menyusui tidak karena susunya,
tetapi hal mengerjakannya. Sebagaimana orang yang menyewa rumah dan
dalamnya ada sumur boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dan sumur
tidak berkurang. Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas
sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu
perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau
13Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2007), jilid 2, h.303.
14 Ibid, h.420
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mengakhirkannya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian
kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala
pekerjaan sudah selesai.
Masalah upah ini penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh
masyarakat dapat di pengauhi olehnya. Jika para pekerja tidak mendapatkan
upah yang adil dan wajar, ini tidak akan mempengaruhi daya beli dan taraf
hidup para buruh serta keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan
berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi
sebagian besar produk nasional.15
Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya,
dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi :” tiap- tiap
warga negeri berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Demikian upah yang harus di terima oleh pekerja atas jasa
yang di berikan haruslah berupa upah yang wajar.16
C. Hal – Hal Yang Di Larang Dalam Kontrak dan Transaksi
Pekerja kontrak adalah orang yang disewa untuk masa kerja tertentu.
Jika masa kerja tidak ditentukan, akadnya tidak sah, kedua belah pihak baik
pekerja kontrak dan penyewa mempunyai hak untuk membatalkan akad,
kapan saja sesuai keinginan.17
Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian).
Asas ini berpengaruh pada suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka
15 Afzulurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: yayasan
swarna bhumy, 1997), cet ke-3, h.295.
16 Abner Hutabarat, Kebijaksanaan Upah Minumum, di Rektorat Pengawasan
Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, (Jakarta: 1984 ), h. 13.
17 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 213.
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akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak/perjanjian yang dibuat.
Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kebebasan.
Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip
dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad
mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian.
b. Persamaan atau kesetaraan
Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya.
c. Keadilan
Pelaksanaan asas ini dalam akad di mana para pihak yang melakukan akad
dituntut untuk berlaku benaar dalam pengungkapan kehendak dan
keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi
semua kewajibannya.
d. Kerelaan
Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-
masing pihak, hal ini sebagai persyarat bagi terwujudnya semua transaksi.
e. Kejujuran
Kejujuran adalah satu  nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam
dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun.
Unsur-unsur yang terjadi dalam kontrak adalah :
a. Ijab dan Qabul,
b. Pelaku Kontrak
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c. Objek Akad
d. Akibat hukum kontrak, harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari’ah.
Adapun kontrak ada dua macam yaitu :
a. Kontrak sah (sahih)
Bila unsur-unsur kontrak (rukun dan syarat) terpenuhi, maka, kontrak
dinilai sah dan memliki akibat hukum serta mengikat kedua belah pihak
yang melakukannya.
b. Kontrak tidak sah (kekurangan syarat dan rukun)
Kontrak yang tidak memenuhi unsur-unsur diatas dinilai  tidak sah dan
tidak memiliki akibat hukum, tidak mengikat serta dianggap tidak pernah
terjadi.18
Dalam hukum Islam ada dua jenis akad yaitu :
c. Akad Tabarru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni
semata-mata karena mngharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT, sama
sekali tidak ada unsur mencari keuntungan, mislanya Al-Qardh.
d. Akad Tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan
mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi
semuanya, misalnya Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah
Muntahiya Bittamlik, Mudharaah, dan Musyarakah. 19
18 Mohamad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010),
h. 327.
19 ABD.Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), h.176.
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Suatu perjanjian dalam Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat-
syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat
adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.
Akad melakukan pekerjaan adalah suatu akad dimana kewajiban salah
satu pihak adalah melakukan pekerjaan. Perikatan kerja atau melakukan
sesuatu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan
sesuatu. Ijarah dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban
yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad ijarah ini meliputi dua macam,
pertama, berupa sewa menyewa yang biasanya disebut ijarah al-manafi, seperti
sewa menyewa rumah, dan kedua berupa perjanjian kerja dikenal dengan
ijarah al-a’mal, yaitu, suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu
pekerjaan tertentu. Misalnya seseorang bekerja dan dia berhak mendapatkan
upahnya.20
Hal-hal yang Merusak dalam kontrak adalah :
a. Keterpaksaan, bila hal ini dilakukan sama saja denagn memakan sesuatu
dengan cara yang batil.
b. Adanya unsur penipuan, penyesatan dengan sengaja oleh satu pihak
terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan
palsu.
c. Penyamaran cacat objek.
d. Tidak adanya keseimbangan objek dan harga.21
20 Wahbah Az-zuhaili, op.cit., h. 400.
21 Mohamad Hidayat, op.cIt., h. 324 .
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak sesuai
syari’ah yaitu:
a. Hal-hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal menurut
syari’ah.
b. Tidak terdapat ketidakjelasan (Gharar) dalam rumusan akad maupun
prestasi yang diperjanjikan.
c. Para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
d. Transaksi harus adil.
e. Transaksi tidak megandung unsur perjudian.
f. Terdapat prinsip kehati-hatian.
g. Tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam
maupun barang najis.
h. Tidak megandung riba.22
Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada
syari’at Islam atau yang keluar dari ketaatan kepadanya tidak terbatas.
Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain :
a. Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang diharamkan.
b. Adanya unsur riba.
c. Adanya ketidak jelasan. (gharar)
d. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal (riba dan
gharar)23
22 ABD.Shomad. op.cit., h.183
23 Veithzal Riva’I, Islamic Marketing, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),
h. 63.
18
Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian,
baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun
menyerahkan objek akad tertentu. Gharar adalah suatu akad yang tidak
diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti
melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak)
Bentuk Gharar yang dilarang dalam Islam adalah :
a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu
terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang
dijual.
d. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
e. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
f. Tidak ada ketegasan bentu transaksi, yaitu ada sua macam atau lebih yang
berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana
yang dipilih waktu terjadi akad.
g. Tidak ada kepastian objek, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam
satu transaksi.
h. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang
ditentukan dalam transaksi.24
Adapun syarat sahnya perjanjian kerja adalah :
24 M.Ali Hasan, op.cit., h. 147
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e. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal menurut
syari’at, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat. Pekerjaan-
pekerjaan yang haram menurut ketentuan syari’at tidak dapat menjadi
objek perjanjian kerja.
f. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan
manfaat pekerjaan dapat dketahui dengan cara mengadakan pembatasan
waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
g. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk
jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya.25
D. Sistem Pemberian Upah Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, yang mencari
pekerjaan untuk mendapatkan upah. Tenaga kerja adalah tiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja
guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.26
Pendapat lain mengatakan bahwa tenaga kerja adalah mencakup
penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan
dan yang melakukan kegiatan seperti bersekolah, mengurus rumah tangga dan
lain -lain.27
Bekerja adalah segala sesuatu usaha atau ikhtiar yang dilakukan
seluruh anggota badan atau fikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.
25 Suhrawardi K.Lubis, op.cit., h.153.
26 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Haji Masaguna,
1994), h. 45.
Simanjutak J. Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta:
1991), h. 3.
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Dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan
kerja yang dibuat oleh atasan atau suatu organisasi yang bertanggung jawab
atas lingkungan tempat kerja.
Adapun hak- hak pekerja itu mencakup :
a. Mereka para pekerja harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai
binatang beban.
b. Mewujudkan ketercukupan
c. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.
d. Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.
e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.28
Sedangkan kewajiban para pekerja dalam melakukan pekerjaannya
yakni:
a. Kewajiban para tenaga kerja
Adapun kewajiban-kewajiban pekerja di antaranya :
1. Mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam suatu pekerjaan sehingga
orang melakukan pekerjaan dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan
ia pun dapat menekuni pekerjaannya dan menyelesaikannya dengan
sebaik-baiknya.
2. Keikhlasan dan ketekunan
Dalam Islam baik itu karyawan maupun para buruh kesemuanya tidak
boleh membeda-bedakan pekerjaan yang khusus untuk dirinya dan
28 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2012 ), h.
192.
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pekerjaan yang menjadi tugasnya. Dia dituntut untuk ikhlas mengerjakan
pekerjaannya dan juga diharuskan untuk bekerja dengan giat dan tekun.
3. Menunaikan janji
Hal pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelaku salah satunya adalah
terpenuhinya syarat-syarat kontrak pekerjaan tersebut yang telah disetujui
bersama dan merupakan hal yang penting dalam bangun membangun
suatu kepercayaan antara kedua belah pihak.
4. Beritiqad baik dalam melakukan aktifitas pekerjaannya
5. Memberikan informasi yang jujur mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan transaksi terhadap konsumen.
6. Melayani konsumen dengan adil,  jujur, dan diskriminatif
7. Menghindari pemameran kekayaan dan kesombongan.
8. Perlindungan sosial
9. Berusaha mewujudkan keamanan
10. Memfokuskan untuk bekerja
11. Berusaha mewujudkan keamanan29
Bekerja dalam prakteknya mempergunakan berbagai potensi yang
dimiliki manusia, yaitu potensi fisik seperti badan, otot, panca indra, mata
telinga, hidung, tangan dan mulut, dan menggunakan potensi roahni yaitu
akal, hati, naluri dan tenaga psikologis lainnya. Termasuk didalamnya
pengamatan, penelitian dan sebagainya.
29 Jaribah Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta: Pustaka
Alkautsar Group), h.674
22
Bekerja selanjutnya membutuhkan berbagai pasilitas pendukungnya
mulai dari tempat nyaman, keamanan, waktu, alat-alat peraga, alat bantu,
ilmu pengetahuan, teknologi system dan lain sebagainya. Dengan demikian
bekerja pada intinya adalah melakukan aktifitas kebudayaan dalam arti
proses, yaitu usaha atau upaya dari menyangkut tantangan untuk menjawab
tantangan yang pada suatu tahap perkembangan dihadapkan kebudayaan.
Dengan demikian bekerja pada hakikatnya adalah upaya penjelmaan
diri manusia dalam usaha menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan.
Tanpa bekerja eksistensi manusia tidak akan terlibat. Bekerja adalah medan
untuk bereksistensi dan dengan eksistensasi itulah seseorang dapat dinilai
prestasinya dan ditentukan posisinya dalam kehidupan social.30
Manusia yang mau bekerja terutama yang telah mencapai usia kerja,
adalah manusia yang tahu akan tanggung jawab bagi kelangsungan hidupnya,
bukan hanya sekkedar mencari nafkah, mealainkan harus pula didasari I”tiqa
baik bahwa dengan jasa-jasa yang telah dijualnya itu dapat pula merupakan
sumbangan untuk turut melancarkan usaha dan kegiatan dalam
pengembangan masyarakat.
Menurut hukum posistif penetapan upah, terdapat berbagai system
pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut:
1. Sistem upah jangka waktu
Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan menurut jangka
waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana untuk tiap-tiap jam diberikan
30 Azyumardi Azra, Kajian Tematik AL-quran Tentang Kemasyarakatan, (Bandung:
Penerbit Angkasa, 2008), h. 56.
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upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk
upah seminggu bekerja diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan
diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini,
buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu
dampak negative dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.
2. Sistem upah potongan
Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti system jangka waktu
apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa
diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu,
misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan
buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu
perusahaan.
3. Sistem upah pemufakatan
Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan yaitu upah untuk
hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat
membongkar dan mengankut barang-barang dan sebagainya, tapi upah ini
bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada
sekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan itu.
4. Sistem skala upah buruh
Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil
perusahaan. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada harga pasaran
di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga
barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat
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pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di inggris. Dalam
pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang terus menurun
yang pada akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji
yang besar.
5. Upah indeks
Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya
angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan
mempengaruhi nilai riil dan upah.
6. Sistem upah pembagian keuntungan
Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu
tertentu pada system ini, maka pada penutupan buku tahunan bila
perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan
sebagian dari keuntungan itu.
7. Upah sistem hasil
Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang
dihasilkan pekerja, seperti Perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya
upah yang dibayar selalu di dasarkan kepada banyaknya hasil yang
dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.31
8. Upah sistem borongan
Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan
besarnya jasa atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah
31 H. Veithzal Riva’i. op.cit., h.807.
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borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan
pihak yang  memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.
9. Sistem pembagian Keuntungan
Maksudnya di samping upah yang diterima oleh buruh pada waktu
tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan
mendapat keuntungan yang besar kepada buruh di berikan sebagian dari
keuntungan itu.32
Dalam hal ini sistem upah yang berlaku untuk para Anak Buah Kapal
di Kapal Jelatik adalah sistem upah dalam waktu bulanan, dimana upah
yang diterima oleh Anak Buah Kapal dalam melakukan pekerjaan
perbulannya mereka mendapatkan 1.500.000 tetapi mendapatkan potongan
sebesar 300.000. dari hasil wawancara dari salah satu Anak Buah Kapal
bapak lisman, dia mendapatkan upah perbulannya sebesar 1.200.000, dan
terkadang tidak sesuai dengan upah yang telah disepakati dan adanya
keterlambatan dalam memberikan upah.33
Ketentuan di atas bila kita tinjau kembali adanya ketimpangan yang
ditetapkan oleh perusahaan, di mana perusahaan mentetapkan upah kepada
Anak Buah kapal dengan upah yang standar, upah yang diterima mereka
sebagian besar memenuhi kebutuhan mereka, tetapi sebagian mengatakan
bawah upah mereka tidak sesuai dengan standar. Sementara azas muamalah
dalam Islam adalah keadilan dan kebajikan yang didalamnya menuntut upah
kerja seimbang dengan jasa yang di berikan agar dapat memenuhi kebutuhan
32 Imam Soepono, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: djambatan, 1985), cet
ket-7, h.131.
33 Wawancara, Bapak Lisman, Selatpanjang, 11 Agustus 2013
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hidup secara layak dengan ukuran taraf hidup dalam lingkungan
masyarakatnya.
Perselisihan antara para pihak dalam ijarah
Apabila para pihak dalam akad ijarah berselisih tentang kadar manfaat
atau besarnay upah/uang sewa yang diterima, sedangkan ijarahnya shahih maka
adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan
adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan
terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua belah pihak hendaknya
bersumpah satu terhadap yang lainnya.
Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian
dari manfaat barang yang disewanya, misalnya ia telah menempati rumah yang
disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa
yang di perkuat dengan sumpahnya. Lalu keduanya saling bersumpah dan
ijarah batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad atas manfaat berlaku
sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian,
setiap bagian dari manfaat merupakan objek akad yang berdiri sendiri,
sehingga masa sewa yang tersisa juga merupakan akad yang mandiri. Apabila
perselisihan terjadi setelah selesainya masa ijarah maka ucapan yang diterima
adalah ucapan peneywa dalam penentuan biaya sewa disertai dengan sumpah.34
Beberapa hal yang membatalkan akad ijarah :
a. Rusaknya benda yang disewakan.
34 Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 338.
27
b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut. Penyewa tidak dapat
mengambil apa yang diinginkan dari akad ijarah tersebut:
1) Jika seseorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka ia digantikan
orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit.
Kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri
pekerjaan tersebut maka ia tidak bisa digantikan.
2) Orang yang diupah ada dua macam, yaitu khash (sendiri) dan musyatarak
(bersama dengan orang lain)
3) Orang yang diupah sendiri tidak menanggung kerusakan yang terjadi
karena perbuatannya yang tidak sengaja.
4) Adapun orang yang diupah bersama dengan orang lain, maka ia
menjamin kerusakan tersebut tidak wajib ia tangung kecuali disebabkan
pekerjaan yang ia lakukan. Daan pekerjaannya tersebut adalah
tanggungannya. Dan kerugian yang terjadi karena sesuatu yang
kerugianya ditanggung adalah ditanggung juga.
5) Bayaran atau upah diberikan penyewa berdasarkan akad. Orang yang
disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan
pekerjaannya. Karena, orang yang diupah (sewa) dipenuhi bayarannya
setelah menyelesaikan pekerjaannya.
6) Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan
menyelesaikannya pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu
dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib
terus bekerja dan tidak melewatkan sedikitpun waktu dari masa
28
penyewaan tersebut tanpa bekerja. Dan, hendaknya ia bertakwa kepada
Allah dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
7) Penyewa (musta’jir) wajib memberikan upahnya secara utuh ketika orang
yang disewa mentelesaikan pekerjaannya.
 َریَِجلأا اُوطَْعأ ُُھقَرَع َّفَِجی َْنأ َلَْبق ُهَرَْجأ
Artinya : “berikanlah upah  buruh, sebelum kering keringatnya” (HR.
Ibnu Majah)
Pekerjaan yang harus dikerjakan  oleh orang yang disewa (diupah)
adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib
menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan dengan
baik. Adapun untuk upah orang yang disewa adalah utang yang menjadi
tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan,
ia wajib membayarkannya tanpa mengulur-mengulur dan
menguranginya.35
E. Berakhirnya Akad Ijarah
Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut:
a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut
pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu
pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah. Hal
tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jula
beli, dimana musta’jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan
35 Saleh Fauzan, op.cit., h. 490.
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sekaligus sebagai pihak hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah
kepada ahlli waris.
b. Iqalah, yaitu, pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah
adalah akad muawadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga
memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti halnya jual
beli.
c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin untuk
diteruskan.
d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk
ditanami, tetapi ketika masa sewa udah habis, tanaman belum bisa dipanen.
Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.36
F. Upah Dalam Ekonomi Islam
Di dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam
mempunyai system perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip
syari’ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ekonomi Islam saat
ini lebih dikenal dengan system syari’ah.
Dalam Islam upah (Al-Ijarah) adalah merupakan salah satu jalan
untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa
Ijarah merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu
dilakukan. Syarat mempercepat dan menangguhkan upah menurut mazhab
Hanafi boleh, seperti mempercepat upah dan menangguhkan yang sebagian
lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
36 Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 338.
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Perjanjian kerja dalam syariah Islam di golongkan kepada perjanjian
sewa-menyewa, yaitu ijarah a’yan , sewa menyewa tenaga manusia untuk
melakukan pekerjaan.37 Syarat dan rukun harus ada dalam setiap aktifitas
manusia. Ketika suatu aktifitas tidak memenuhi syarat dan rukun, maka
aktiftas tersebut berpengaruh kepada sah tidaknya suatu aktifitas, khususnya
dalam perkara upah / ijarah.
Dalam Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu
dengan memenuhi syarat – syarat :
a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad
b. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga
tidak muncul masalah dikemudian hari.
c. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
Di antara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah
mendapatkan upah sebagai imbalannya, di mana Islam sangat besar
perhatiannya tentang masalah upah kerja ini. Tidak ada perbedaan didalam
memberikan upah. Adapun sebab terjadinya didalam perbedaan upah
menurut Afzullar Rahman :
a. Tenaga kerja Kasar
Tenaga kerja kasar disini, para buruh yang tidak mempunyai pendidikan
atau keahlian didalam melakukan pekerjaannya, sehingga didalam
melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan kekuatan tubuh, bukan
dengan pikiran.
37Suhrawardi K.Lubis, op.cit., h. 152.
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b. Tenaga kerja terdidik (terampil)
Tenaga kerja terdidik disini, para buruh yang mempunyai pendidikan
yang cukup atau keahlian didalam bekerja, sehingga kesungguhan dan
kesempurnaan pekerjaan seseorang dengan tenaga fisik atau pikiran,
kebijaksanaan akan di beri ganjaran dalam bentuk peningkatan
kemakmuran hidup.38
Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib
diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak
ditengah-tengah masyarakat. Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang
dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen
untuk memenuhinya dari pihak pekerja dan pengusaha. Prinsip keadilan dan
pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang
bertaqwa, konsep adil ini merupakan cirri-cirri organisasi yang bertaqwa.39
Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) : 8









Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah menjadi saksi
dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan
38 Afzullar Rahman, op.cit., h. 257
39 Veitzhal rivai, op.cit., h.803.
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bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah:
 ُُھقَرَع َّفَِجی َْنأ َلَْبق ُهَرَْجأ َریَِجلأا اُوطَْعأ
Artinya : “berikanlah upah  buruh, sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu
Majah)40
Ayat di atas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan teletak pada
kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam
perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya,
sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dulu bagaimana upah yang akan
diterima oleh pekerja. Upah ini sangat penting karena ia mempengaruhi
masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah
yang memadai, hal itu tidak hanya memengaruhi nafkahnya saja, melainkan
juga daya belinya.
Jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup,
maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-
barang konsumsi bagi para pekerja, lagi pula perlakuan tidak adil kepada
pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidak puasan, dan pemogokan.
Dan mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan
keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka, dan harus membayar upah
yang layak kepada para pekerjanya dan harus adil.41
40 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 2, h. 20.
41 Muhammad Sharif Chaudry .op.cit,. h. 198
33
Di samping itu adil dapat bermakna proporsional, hal ini sebagaimana
tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang
akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat
menghargai keahlian dan pengalaman. Allah SWT Q.S Al-Ahqaf (46):9
berfirman sebagai berikut :






Artinya: “Dan bagi masing – masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan
pekerjaan – pekerjaan mereka sedang tiada di rugikan.” 42
Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas
menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa
bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama. Tidak ada
pekerjaan yang tidak dibayar.
Seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil
kepada para pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan
dari pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan
kebutuhan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Sama halnya, jika tingkat
upah terlalu tinggi, majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan
42 Departeman Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Ponegoro: 2005), h. 402
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tidak dapat menjalankan perusahaannya. Dalam Islam, upah harus
direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun majikan.43
Upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan
yang merupakan kebutuhan dasar. Jika ditinjau dari hadis yang diriwayatkan
oleh Rasulullah Saw..
 ْمُُكلَوَخ ْمُكُناَوِْخإ-مكدیبعو مكمدخ- َناَك ْنَمَف ْمُكیِدَْیأ َتْحَت ُ َّالله ْمُھَلَعَج
 اَم ْمُھوُفِّلَكُت َلاَو ُسَبْلَی ا َّمِم ُھْسِبْلُیْلَو ُلُْكأَی ا َّمِم ُھْمِعْطُیْلَف ِهِدَی َتْحَت ُهوَُخأ
 ُھُِبلْغَیمُھوُنیَِعأَف ْمُھوُمُتْفَّلَك ِْنإَف ْم
Artinya : “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah
menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barang siapa
mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus di berinya
makan seperi apa yang di makannya (sendiri) dan memberi pakaian
seperti apa yang di pakainya (sendiri), dan tidak membebankan
kepada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu
membebankannya dengan tugas sepertin itu, maka hendaklah
membantu mereka (mengerjakannya)” (HR. Muslim)44
Hadis di atas menjelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima
oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang
(pakaian) dan papan (tempat tinggal). Hadis tersebut juga menetapkan
bahwa : pertama, majikan dan pekerja seharusnya saling menganggap
saudara seiman dan bukan sebagai tuan dan budak. Kedua, bahwa majikan
seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan pekerjaannya, paling
tidak dalam soal kebutuhan mendasar. Ketiga, bahwa seorang pekerja tidak
boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat atau sulit, yaitu tugas yang
43 Muhammad Fauroni, R.Lukman, Visi AL-quran Tentang Etika dan Bisnis,
(Jakarta: salemba Diniyah, 2002), h.175.
44 Sayyid sabiq, op.cit., h. 66.
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melampaui kemampuannya atau mungkin membuatnya berada dalam
kesulitan yang besar dalam mengerjakannya.45
Komponen kebutuhan hidup layak menjadi dasar dalam penentuan
standar upah. Standar kebutuhan hidup layak terdiri dari bebebrapa
komponen yaitu : makan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan,
kesehatan, transportasi, reaksi dan tabungan. Dalam konsep upah layak, yang
ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan
buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan
pengusaha.
Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah
upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan
pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa
melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak diperbolehkan
berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan
menghilangkan bagian hak pekerjanya yang sah, sementara para pekerja itu
juga tidak diberi seluruh dividen nasional sehingga mengurangi hak yang sah
dari majikannya. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa
tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak
memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim
terhadap yang lain.46
Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau
kegunaan manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis
45 Afzalurrahman, op.cit., h. 298-229.
46 Afalurrahman,. op.cit., h. 296.
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dalam menentukan upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya
dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan
menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. oleh karena itu, upah
seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa
memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan mayarakat.47
Dari uraian diatas menunjukkan adanya aturan syariah dalam bekerja
dan menentukan upah, dalam hal ini syari’ah sangat menganjurkan adanya
profesionalisme didalam bekerja. Karena segala sesuatu harus ditempatkan
pada porsinya dan berdasarkan pada keseriusan atau kesungguhan.
47 Eggi Sudjana, Islam Fungsionanl, (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2008 ), h.
332.
